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Abstract

Leadership pattern and management system will determine education quality of a country. The
commonwealth countries have applied such pattern and system which are similar to their educational
management. Australia, Canada, and England, for example, have reformed their educational
system. As a result, they can produce good quality of education. This article analyzes leadership
pattern and management system in the three mentioned commonwealth countries. By conducting
comparison analysis, this situation is expected to be a guidance and example for educational
management in Indonesia which in turn will improve the education quality.
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PENDAHULUAN

erbaikan kualitas pendidikan se-

lalu menjadi pusat perhatian, baik

oleh pemerintah (daerah maupun
pusat), ahli pendidikan (secara individu
maupun berkelompok), dan unsur lain
daam masyarakat yang peduli pada
dunia pendidikan. Semua komponen ini
pada dasarnya menginginkan ha yang
sama, yaitu hasil pendidikan yang ber-
kualitas, sesua dengan tuntutan masya-
rakat, serta pengelolaan dan kepe-
mimpinan penddidikan yang efektif dan
efisien. Disamping itu mereka juga ber-
harap agar dunia pendidikan juga tang-
gap terhadap perubahan-perubahan yang
terjadi dalam masyarakat, seperti per-
ubahan pengetahuan, teknologi, sosid,
ekonomi, politik dan budaya, dan mam-
pu menyerap semua perubahan di-
maksud. Oleh karena itu penyeleng-
garaan pendidikan harus berkemampuan
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untuk memenuhi setiap harapan masya-
rakat dimaksud.

Levin (daam Fullan,1991) me-
ngatakan ada tiga penyebab perlunya
perubahan kebijakan dalam bidang pen-
didikan, yaitu: satu, bencana alam, se-
perti banjir, gempa bumi, gunung me-
letus, dua, tekanan dari luar seperti
masuknya ilmu, teknologi serta nilai-
nila baru dari luar; dan tiga, adanya
kontradiks internal dan eksternal seperti
perubahan teknologi yang menyebabkan
perubahan kebutuhan, pola hubungan
sosia, dan harapan dalam masyarakat.
Vann (1995) mengidentifikasi beberapa
faktor penyebab perlunya reformas da-
lam dunia pendidikan, diantaranya ada-
lah resesi ekonomi, perubahan manu-
faktur dan komunikasi, keingin tahuan
para pembayar pgak terhadap peng-
gunaan uang pajak mereka dan rendah-
nya angka keberhasilan siswa dalam
belgjar Selgutnya, Duignan dan Mac
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Phearson (1993) mengatakan bahwa
keinginan yang tinggi dari stakeholders
untuk berpartisipasi dalam pengambilan
keputusan di sekolah dan harapan me-
reka agar mutu sekolah diperbaiki. Ka-
rena alasan-alasan ini, para pengambil
kebijakan dalam bidang pendidikan
harus memberikan perhatian yang serius
terhadap cara pengelolaan pendidikan
yang baik sehingga dapat mengingktkan
kualitas pendidikan.

Kualitas pendidikan pada dasarnya
ditentukan oleh proses pembelgaran
yang dilakukan di sekolah. Oleh karena
itu, pembaharuan dalam pendidikan hen-
daklah ditujukan pada perbaikan dan
peningkatan proses pembelgaran di se-
kolah. Untuk dapat mencapal tujuan ini,
maka pola kepemimpinan dan sistem
pengelolaan pendidikan harus dirobah
agar lebih responsive terhadap tuntutan
perkembangan zaman dan masyarakat.
Vann (1995) menyatakan bahwa pola
pengelolaan pendidikan yang efektif
untuk meningkatkan kualitas pendidikan
adalah dengan memberikan kewenangan
(power) kepada stakeholders (peme-
rintah, administrator pendidikan, orang
tua siswa, guru, kepala sekolah dan
masyarakat) dalam merumuskan atau
membuat  kebijakan-kebijakan kepen-
didikkan. Dengan cara memberikan
power kepada stakeholders untuk mem-
buat kebijaksanaan pendidikan, mana-
jemen sekolah dan kebutuhan masya-
rakat dapat secara continius ditingkatkan
dan terjadi saling keterbukaan serta sa--
ling memahami satu sama lain. Akibat-
nya mangemen pendidikan akan ber-
pindah dari sistem sentralisai menjadi
sistem desntralisasi. Melalui sistem de-
sentralisasi ini kesempatan stakeholder
untuk berpartisipasi dalam pengambilan
keputusan disekolah terbuka lebar se-
hingga dapat mengurangi keterasingan
sekolah dari masyarakat, meningkatkan
kepuasan kerja guru-guru, membangkit-
kan kesadaran seluruh lapisan masya-
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rakat akan pentingnya partisipasi mereka
dalam penyelenggaraan pendidikan

Tulisan ini akan membahas tentang
reformasi pola kepemimpinan dan sistem
mangjemen pendidikan yang terjadi di
beberapa Negara persemakmuran se-
perti, Australia, Canada dan Inggris.
Pembahasannya akan difokuskan pada
reformasi sistem pengelolaan sekolah-
sekolah negeri. Pembahasan ini diharap-
kan dapat memberikan gambaran kepada
kita bagaimana pengelolaan pendidikan
dinegara-negara tersebut, yang mungkin
nantinya akan dapat menjadi acuan da-
lam rangka memperbaiki dan merefor-
masi mangemen pendidikan di Indo-
nesia.

POLA KEPEMIMPINAN DAN SIS
TEM MANAJEMEN PENDIDIKAN
DI AUSTRALIA

Reformasi dunia pendidikan di
seluruh Negara bagian Australia dimulal
sgjak tahun 1981 ketika hasil analisa
tentang sekolah-sekolah dan college
(white papper) dipublikasikan. White
papper ini memusatkan perhatian pada
pemindahan secara progresif kewenang-
an pendidikan disekolah, khususnya ke-
wenangan tentang pengadaan guru, pe-
meliharaan dan perbaikan sarana sekolah
dan pembiayaan (Caldwell, 1991). Re-
formasi sistem mangemen yang di-
rekomendasikan oleh white papper ber-
tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan
efektifitas dalam pengelolaan sekolah di
Australia. Beberapa reformas  yang
menarik adalah dengan dibentuknya
departement of education and art (DEA).
dan pemindahan tanggung jawab penge-
lolaan dan pembiayaan ketingkat sekolah
dan college, dan tahap ujicobanya di-
laksanakan tahun 1983 s/d 1989 ternyata
berhasil. Kenyataan ini  menunjukkan
bahwa white papper telah merekomen-
dasikan kewenangan yang penuh kepada
sekolah dan college dalam mengelola
sekolah.
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Pada bulan juni 1990 pemerintah
Negara bagian Tasmania meminta badan
konsultan pendidikan di Melbourne (Ne-
gara bagian Victoria) yang bernama
Cresap, untuk mempelgari (review) sis-
tem manajemen pendidikan di Tasmania.
Hasil dari review ini merekomendasikan:

1. Pengelompokan sekolah di Tasmania
harus diubah dari 3 (tiga) regional
(scholl regional) menjadi 8 (delapan)
kelompok district (school district),
yang masing-masing scholl district
mempunyai  kewenangan sendiri da-
lam mengambil keputusan.

2. Dana sekolah didasarkan pada jumlah
siswa yang terdaftar pada suatu se-
kolah.

3. Masing-masing sekolah mempunyai
kewenangan yang tinggi dalam me-
ngelola sekolahnya (Caldwell, 1991).

Berdasarkan rekomendasi cresap
ini, managjemen sekolah berpindah dari
sistim sentralisasi menjadi  sitim  de-
sentralisasi. Namun 8 scholl district
yang direkomendasikan hanya 7 sga
yang ditetapkan oleh pemerintah Negara
bagian Tasmania, dimana masing-ma-
sing scholl district dipimpin oleh se-
orang superintendent yang dibantu oleh
beberapa orang staf. Reformasi sistem
dan struktur manajemen pendidikan di
Tasmania ini berkembang dan menjadi
model keseluruh daratan Australia. Ada-
pun Struktur manajemen pendidikan di
Australia ini dapat dilihat pada diagram
di bawah ini.

DEA

DISTRICT OFFICE

SCHOOL SCHOOL
Z’?\EENTS & COUNCI
FRIENDS COLLEGE L

Diagram 1: struktur manajemen
pendidikan di Australia

Sekolah sekolah diaustralia mem-
punya kurikulum nasional, tetapi DEA,
scholl district, sekolah dan college
mempunyai  kebebasan untuk mengem-
bangkan kurikulum dan metode meng-
garnya sendiri, yang pengembangan bias
berdasarkan kurikulum nasiona atau
tidak. Dengan kata lain penggunaan
kurikulum nasional sebagai guidelines
sifatnya adalah pilihan, bukan suatu ke-
harusan. Pemerintah federa membuat
kurikulum guidelines, tetapi sekolah
mempunyai otonomi untuk mengem-
bangkan kurikulum sendiri, yaitu me-
mutuskan sendiri apa yang akan di-
garkan, berapa lama akan digjarkan, dan
bagaimana cara menggjarkannya. Dalam
kaitnnya bagaimana sekolah dioperasi-
kan (dikelola), DEA membuat aturan
dan kebijaksanaan dasar untuk sekolah.
Daam pengimplementasiannya dise-
kolah, sebelum kebijaksaan DEA ini
dimplementasikan, kebijakan tersebut di-
kembangkan dan dirumuskan secara
terinci disekolah dan disesuaikan dengan
kondisi sekolah oleh kepaa sekolah,
guru, school council (parents and friends
association/P&F). Kenyataan ini me-
nunjukkan bahwa sistem pendidikan di
Australia juga menerapkan sistem mana-
jemen berbasis sekolah.

Daam hubungannya dengan akun-
tabilitas setigp sekolah mempunyai
school council (P&F). Kepala sekolah
harus mengadakan pertemuan secara
berkala dengan school council untuk
melaporkan semua kegiatan yang telah
dilakukan sekolah. Dengan kata lain
sekolah bertanggung jawab terhadap
school council. Suatu hal yang sangat
menarik adalah kebebasan setiap orang
untuk datang dan mengadu tentang ke-
tidakpuasannya dengan pelayanan pen-
didikkan ke kantor Ministry of Education
(DEA). Setiap pengaduan atau keluhan
yang digjukan oleh orangtua siswa atau
masyarakat, senantiasa mendapat tang-
gapan yang serius dari Ministry of Edu-
cation. Ini bararti bahwa secara tidak
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langsung sekolah bertanggungjawab ke-
pada orang tua siswa dan masyarakat.

POLA KEPEMIMPINAN DAN SIS
TEM MANAJEMEN PENDIDIKAN
DI CANADA

Reformasi sistem managjemen pen-
didikan di Canada dimulai tahun 1989
(The New Scool Act,1989). Dalam sistem
ini, mangemen pendidikan berada di-
bawah pemerintahan Negara bagian,
yang tanggung jawab pelaksanaannya
diserahkan pada kementrian pendidikan
(Ministry of Education). Tugas atau
fungs ministry of education adalah
menyediakan kurikulum dan petunjuk
umum (guidelines) untuk pengorgani-
sasian sekolah, menginspeksi dan men-
supervisi sekolah-sekolah, menyediakan
sarana dan prasarana belgjar, mengawasi
keuangan sekolah, dan memberikan
sertifikasi kepada guru. Dengan sistem
ini kebijakan pendidikan dibuat pada
tingkat Negara bagian. Pada tingkat pu-
sat, tugas pemerintah pusat hanya me-
lakukan evaluasi secara nasional dan
akreditasi kepada sekolah-sekolah setiap
enam tahun sekali. Kebijaksanaan yang
dibuat oleh tingkat Negara bagian, peng-
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implementasiannya ada dibawah kewe-
nangan daerah (district) dan sekolah.

Komponen mangemen pendidikan
pada tingkat district terdiri dari super-
intendent, assistant superintendent, be-
berapa orang directur, yang semuanya
bekerjasama dengan school board (de-
wan pengawas sekolah) dan trustees.
Anggota school board dipilih dari
masyarakat setempat dan mereka di-
bayar/diggji oleh pemerintah. Kompo-
nen manaemen pendidikan pada tingkat
sekolah terdiri dari kepala sekolah, guru,
badan penasehat sekolah dari orang tua
siswa (Parents Advisory Council).

Secara struktural sistem  mana-
jemen pendidikan di Canada sudah lebih
terdesentralisasi. Tingkat Negara bagian
melalui ministry of education, memang
mengeluarkan ketentuan-ketentuan (gui-
delinees), kurikulum, dan lainnya; tapi
kewenangan pelaksanaannya terletak
padalocal board dan sekolah. Sementara
itu peran orang tua siswa (Parents
Advisory Council) selalu terlibat dalam
menentukan tujuan pendidikan, kebijak-
sanaan pendidikan dan pelayanan-pe-
layanan yang diberikan untuk anak me-
reka. Pembiayaan sekolah (school
budgeds) perbaikan gedung, pengadaan
sarana merupakan tanggung jawab admi-
nistrato sekolah.

School Act

Ministry of Education

School district

Assistant Superintendent

’ Board & Trustees

Parents Advisory Council

Professionals at school

Diagram 2: struktur manajemen pendidikan di Canada

Kenyataan ini menunjukkan bahwa
district dan sekolah mempunya kewe-

nangan penuh untuk membuat keputusan
berhubungan dengan pengimplementasi-
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an guidelines yang diberikan oleh
ministry of education di tingkat Negara
bagian. Dengan kata lain, manaemen
berbasis sekolah (school based mana-
gement) juga dilaksanakan di Canada.
Struktur  mangemen pendidikan di
Canada dapat dilihat dalam diagram 2
diatas.

Sebagaimana halnya di Australia,
di Canada juga menekankan akun-
tabilitas sekolah kepada orang tua siswa,
siswa, masyarakat dan kepada Ministry
of Education melalui School District
Board Office. School council atau
Parents Advisory Council dan kepala
sekolah bersama-sama membuat ke-
bijakan sekolah. Keterlibatan orang tua
dan masyarakat dalam merumuskan ke-
bijaksanaan sekolah akan membawa
dampak posistif terhadap perbaikan
kualitas sekolah, dan memungkinkan
adanya relevans yang tinggi antara apa
yang digarkan disekolah dengan apa
yang diinginkan oleh orang tua dan
masyarakat.

POLA KEPEMIMPINAN DAN SIS
TEM MANAJEMEN PENDIDIKAN
DI INGGRIS

Reformasi sistem managjemen pen-
didikan di Inggris lebih lambat bila di-
banding dengan australia dan baru
dimulai pada tahun 1988, ditandai de-
ngan disahkannya Undand-Undang Per-
ubahan Pendidikan (The Educational
Reform Act, 1988). Inti dari reformasi ini
adalah mengubah manajemen pendidik-
kan pada tingkat sekolah (local mana-
gement of school) yang disingkat LMS.
LMS yaitu pemindahan kewenangan dan
tanggung jawab pengelolaan pada ma-
sing-masing sekolah, dan perubahan
gaya mangement sekolah dari sentra-
lisasi ke desentralisasi.

Secara umum, tujuan dari refor-
masi ini adalah untuk meningkatkan
kualitas sekolah yaitu kualitas tamatan-
nya, serta meningkatkan efektifitas dan

efisenss sistem pengelolaan sekolah.
Secara khusus, tujuan LM S adal ah:

a. To enchance the power of parentsand
governing bodies at the expense of the
local educational authority (LEA)

b. To improve accountability for the use
of finance and the resources

c. To the improvement of efficiency with
which resources are used in the
education services

d. To prvide a more aquitable distri-
bution to schools of the available
public fund ; and

e. To improve the quality of teaching
and learning process (Levacic, 1992 :
16)

Tujuan utama dari LMS adalah
meningkatkan efisiensi dan efektifitas
pengelolaan sekolah untuk meningkat-
kan kualitas proses pembelgaran, dan
akhirnya akan meningkatkan kualitas
tamatan (outcome). LMS adalah pola
baru dalam mangemen sekolah dimana
sekolah diberi kewenangan untuk mem-
buat keputusan pada tingkat sekolah,
menggunakan dana sekolah sesuai de-
ngan kebutuhan dan formula dana yang
sudah ditetapkan, dan membentuk suatu
sistem pengelolaan dimana masyarakat
dilibatkan secara aktifdalam pengambil-
an keputusan sekolah. Selanjutnya,
Levacic (1992: 16) menjelaskan hakekat
LMS adalah sebaga suatu pendesentra-
lisasian pembuatan keputusan dan pen-
delegasian dana pada level sekolah. Di-
mana dana sekolah di alokasikan ber-
dasarkan formula yang telah ditetapkan.
Adapun formula dana aokasi sekolah
adalah berdasarkan pada jumlah murid
yang terdaftar di sekolah tersebut. Orang
tua siswa bebas memilih kesekolah mana
mereka akan memasukkan anaknya, dan
sekolah dikelola oleh suatu badan
(school council) yang anggotanya adalah
wakil dari masyarakat.

LMS membagi sistem mangemen
sekolah dalam dua tingkatan, yaitu ting-
kat nasional dan local. Mangemen ting-
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kat nasional fungsinya menyediakan ke-
rangka atau rambu-rambu struktur orga-
nisasi dan tujuan pendidikan (termasuk
kurikulum nasional), dana pendidikan
(LMS Scheme), dan ujian serta penilaian
nasional (Nastional Examination and
Assesment). Kurikulum nasional yang
hanya dalam bentuk kerangka acuan
adalah sangat penting agar sekolah di-
manapun mempunyai kesempatan yang
sama. Secara keseluruhan, manaemen
ditingkat nasional akan memberikan arah
pada level mangemen yang ada di-
bawahnya.

Mangjemen pada tingkat lokal
yaitu LEA, Kepaa Sekolah, guru, dan
stakeholder diberi kewenangan untuk
mengidentifikasi apa yang menjadi ke-
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butuhan sekolah, dan mengambil ke-
putusan yang sesua dengan keadaan
sekolah, termasuk menetapkan visi, misi
dan tujuan-tujuan sekolah. Kepala se-
kolah, LEA, dan pemerintah loca (lacal
government) mempunyai  fungsi dan
kewenangan yang jelas terhadap sekolah.
Kepala sekolah, sebagai pimpinan se-
kolah, diawas an disupervisi oleh LEA
dalam penggunan dana. Mutu pendidik-
kan yang diinginkan oleh para stake-
holder dijaga oleh badan pemerintah
yang mengontrol mutu lulusan, yaitu
Office for Sandards in Education
(Ofsted). Badan ini akan mengevaluas
sekolah setigp empat tahun sekali.
Struktur organisasi pendidikan di Inggris
dapat dilihat pada diagram di bawah ini.

NCC

DES SEAC

LEA

SCHOOL
PROFESIONALLS

GOVERNING BODY

Diagram 3: Struktur Manajemen Pendidikan di inggris

Komponen-komponen utama yang
mengoperasikan sekolah adalah kepala
sekolah dan badan penasehat sekolah
(governing body). Mereka diberi kewe-
nangan untuk mengelola sekolah ber-
dasarkan situasi dan kondis sekolah
masing-masing. Guru, suda barang tentu
diberi kesempatan untuk berpartisipasi
aktif dalam pembuatn kebijakan sekolah.
Kepala sekolah dan badan penasehat se-
kolah (governing body) bertanggung ja
wab dan akuntabel terhadap smua ke-
bijakan yang diambil dan proses pen-
didikkan yang dilaksanakan. Mereka
bertanggung jawab terhadap lokal
otoritas (LEA) untuk kebijaksanaan yang
bersifat lokal, dan bertanggung jawab

terhadap orang tua dan murid-murid
untuk kebijaksanaan yang dibuat ber-
dasarkan sekolah. Kualitas pendidikan
akan dikontrol olen orang tua dan
masyarakat melalui governing body
yang secara otomatis akan selau me-
mastikan adanya relevansiantara lulusan
dengan keinginan masyarakat.

Pengaruh reformasi  manaemen
pendidikan di Inggris, menurut Levacic
(1992) adalah: (1) meningkatnya kompe-
tis dalam penerimaan murid membawa
pengaruh besar terhadap sekolah, di
mana sekolah selalu berusaha untuk
meningkatkan kualitas pendidikan yang
disediakannya. (2) murid-murid kana ba-
nyak masuk ke sekolah yang berkualitas,
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ini berarti meningkatnya dana sekolah,
dan memungkinkan sekolah untuk me-
ningkatkan kualitas pelayanannya. (3)
sekolah-sekolah yang tidak efektif akan
di tutup.

Dari kenyataan diatas jaaslah
bahwa dengan LMS, kualitas sekolah
dapat ditingkatkan melalui persaingan
yang sehat antara sekolah yang satu
dengan sekolah yang lainnya LMS
memberikan otoritas penuh kepada se-
kolah untuk mngontrol masukannya,
prosesnya bersandar pada kurikulum
nasional, dan keluarannya dikontrol oleh
indikator keberhasilan yang ditetapkan
secara nasonal (Davies dan Ellison,
1992).

KESIMPULAN
Reformasi sistem pendidikan di
beberapa Negara  persemakmuran

(Australia, Canada dan Inggris) telah
dilakukan di era delapan puluhan. Ketiga
Negara tersebut telah menerapkan sistem
mangemen yang lebih terdesentralisasi.
Masing-masing  pemerintahan telah
memberikan kewenangan yang lebih
besar kepada kepala sekolah, dan guru
untuk mengatur sekolahnya sendiri.
Kewenangan juga diberikan kepada
orang tua siswa dan masyarakat sekitar
sekolah melalui school board atau
school committees, agar masyarakat
dapat lebih berpartispas daam pe-
rumusan kebijakan atau dalam peng-
ambilan keputusan menyangkut pelak-
sanaan pendidikan di sekolah. Dengan
sistem ini, keputusan atau kebijakan
menyangkut sekolah dapat dibuat secara
bersama-sama antara orang tua siswa,
wakil masyarakat, kepala sekolah, guru,
dengan tetap memperhatikan garis-garis
besar yang sudah dibuat atau dirumuskan
oleh Pemerintah Federal atau Negara
Bagian (Propinsi). Dengan adanya kerja-
sama ini, maka efektifitas dan efisiens
pengelolaan sekolah bias ditingkatkan.
Proses pembelgjaran mencerminkan ke-

butuhan masyarakat, usaha perbaikan

mutu sekolah akan lebih mudah dilak-

sanakan dan akhirnya mutu sekolah da-
pat ditingkatkan.

Jika kita tinjau pula reformas
sistem pendidikan di Indonesia, juga
sudah dilaksanakan terutama setelah ta-
hun 2000 sering dengan Undang-
Undang Otonomi Daerah. Namun, refor-
masi baru sebatas pendelegasian urusan
administrasi dari pusat ke daerah tingkat
| dan tingkat IlI, sedangkan pendele-
gasian kewenangan pada tingkat lem-
baga atau sekolah belum dilaksanakan.
Disamping itu, sistem mangemen dan
pola kepemimpinan pendidikan di
Indonesia masih sangat kompleks. Hal
ini dapat dilihat dengan masih ber-
langsungnya penyelenggaraan pendidik-
an oleh departemen lain diluar Depar-
temen Pendidikan Nasional. Tidak dapat
dipungkiri bahwa sesuatu hal yang
sangat janggal dan berbahaya sudah
terjadi dimana kepemimpinan pendidik-
an dan sekolah saat ini sudah dimasuki
pula oleh ranah politik.

Jika sstem manjemen pendidikan
di Indonesia ingin dibuat lebih efektif
dan efisien, dan mutu sekolah lebih
ditingkatkan, maka pembaharuan dalam
bidang mangemen pendidikan harus
segera dilaksanakan oleh pemerintah
seperti:

1. Penetapan bahwa tanggung jawab pe-
nyelenggaraan pendidikan formal ha-
nya ada pada Departemen Pendidikan
Nasional. Departemen lain hanya bo-
leh diberi kewenangan untuk melak-
sanakan program inservice training
untuk pengembangan professional.
Dengan demikian, sistem manaemen
pendidikan tidak akan menjadi komp-
leks, dana pendidikan dapat dipusat-
kan hanya pada satu departemen sgja,
efektifitas dan efisiens pengelolaan
akan bisa ditingkatkan.

2. Desentralisasi pendidikan juga harus
mencakup pendelegasian kewenangan
pengelolaan pendidikan ke sekolah
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dan masyarakat. Pemerintah hanya
menyediakan dana untuk pendidikan,
merumuskan kerangka pendidikan
yang akan dilaksanakan, sementara
sekolah, orang tua siswa dan masya-
rakat diberi kewenangan luas untuk
menentukan penggunaan dana dan
mengisi rambu-rambu yang disedia-
kan sesuai dengan kondis dan ke
butuhan sekolah dan masyarakat. De-
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